
 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  96 TAHUN 2017   

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 43 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan adanya perkembangan dalam 

pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1)  Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka 

perlu dilakukan perubahan rincian tugas; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

 Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 

 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang 

 Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

 Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

 Nomor 338); 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 nomor 

154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

 Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan 

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

 Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

 5494); 

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

 PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik 

 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

 Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

 Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

 Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);  

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43); 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 43 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN 

PERIKANAN. 

Pasal I 

 

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Pasal 21 huruf g, 

huruf h dan huruf n diubah serta huruf o dihapus, sehingga 

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 21 

  Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Pembudidaya 

  Ikan mempunyai rincian tugas :  

a. merencanakan, mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di Seksi Produksi dan 

Pengembangan Usaha Pembudidaya Ikan berdasarkan 

program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja 

agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan di Seksi Produksi dan 

Pengembangan Usaha Pembudidaya Ikan dan yang 

terkait dengan bidang tugasnya; 

 



c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk 

pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara 

benar; 

d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi guna 

sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Produksi dan 

Pengembangan Usaha Pembudidaya Ikan sesuai dengan 

peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis 

sebagai bahan kajian pimpinan; 

g. melaksanakan dan memfasilitasi proses sertifikasi Cara 

Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya 

Ikan Yang Baik (CBIB) bagi pembudidaya ikan 

berdasarkan ketentuan dalam rangka  peningkatan 

kualitas benih unggul dan terjaminnya keamanan 

pangan; 

h. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, dan analisis 

kebutuhan sarana produksi budidaya ikan sesuai 

ketentuan, untuk mendukung produksi perikanan 

budidaya; 

i. menyusun dan melaksanakan pengembangan 

kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan bagi 

pembudidaya ikan dalam rangka peningkatan sumber 

daya manusia pembudidaya ikan; 

j. menyusun bahan pelaksanaan perlindungan usaha kecil 

bagi pembudidaya ikan berdasrakan peraturan yang 

berlaku dalam rangka terjaminnya keamanan dan 

keselamatan pembudidaya ikan; 

k. melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha kecil 

bagi pembudidaya ikan sesuai ketentuan dalam rangka 

penigkatan usaha pembudidaya ikan; 



l. mengolah dan menyajikan data dan informasi 

pengelolaan pembudidayaan ikan berdasarkan 

ketentuan dalam rangka penyajian data statistik 

perikanan budidaya; 

m. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi 

pembudidayaan ikan kecuali pembenihan ikan 

berdasarkan ketentuan dalam rangka peningkatan 

teknologi budidaya ikan; 

n. melaksanakan pembinaan dan pelatihan pembudidaya 

ikan kecuali Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 

berdasarkan ketentuan dalam rangka peningkatan 

pengetahuan pembudidaya ikan; 

o. dihapus; 

p. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi 

dan Pengembangan Usaha Pembudidaya Ikan 

berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target 

hasil; 

r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi 

dan Pengembangan Usaha Pembudidaya Ikan sesuai 

dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 
 

 Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkannya. 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 Ditetapkan di Pati 

   pada tanggal 29 Desember 2017         

  

   BUPATI PATI, 

 

  ttd. 

 

  HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal  29 Desember 2017                 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

  ttd. 

 

 SUHARYONO 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


